


3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf 3 dan huruf b, maka perly ditetapkan Peraturan
Nagari Air Haj Barat tentang Kewenangan Nagan Air Haji Barat

Mengingat 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang MNagan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Nagar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 123, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia
Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemernintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dama
Nagari yang Bersumber dan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Repubilk Indonesia
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
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Dengan Kesejahteraan Bersama
Dan
WALI NAGARI AIR HAJI BARAT
MEMUTUSKAN:

DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA NAGARL

Al 1
KETENTUAN UMUM

Pasal |
Diadam Persturen Nagan ) yang dimaksod dengan:
Nogari adalah Nagan Awr Han Barat
Wah Nagan adalah Wali Nagari Atr Haji Barat
Pemerintab Nagari adalah Wali Nagart atau yong discbut dengan Nama lain dibaniy
Peranghut Nagan schagm unsur penyebenggan Pemerintahan Nagar.
4 Pemerintahan Nogari adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan
5. Badan Permusyowarstsn Nagori atou yang dischut dengnn Nama lain, selanjumnys

dan ditetapkan secam demakratis.

6. Pernghat Nagan adalah unsur pembatu Wali Nagari dalam melaksanakan tugas dan
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diternma  Kabupaten/Kota  dalam  Anggaran  Pendapatan  dan H:Mf_
Kabuputen/Kots setelah dikurangi Dana Alikasi Khusus. '

i WMMMHMMEMAHMMT p
oleh Pemerintah Nugan dan BAMUS, vang ditetapkan dengan Peraturan Nagari.

10. Peraturan Nagari adalah Peraturan Perundang-undang yang ditetapkan oleh Wali Nagan
setelah dibahus dan sepakati berssma Badan Permusyawaratan Nagari,

1. meﬂwldlhhhmgmmﬁﬁhﬂmﬂmﬁpdwﬂf
hidang penyelenggaraun Pemerintahan Nagan, Pelaksanaan Peribungunon  Nagan,
Pembinaan Kemasyarakatan Nagari dan Pemberdayaan Musyarakat Nagari berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak Asal Usul dan Adat istisdal Nagari. ’

12. Kewenangan berdasarkan Hok Asal Usul adalah hak yang merupakan wanisan vang
masih hidup dan prakarsa Nagan atan prakarss masyarakal Nagan sesuai dengan
perkembangan kehidupan masyarakal, |

13, Kewenangan lokal berskala Nagari adalah kewenangan uniuk mengatur dan mengunus
kepentingan masyarakat Nagari yang telah dijalankan oleh Nagari atau mampu dan
clekif dijalankan oleh Nagari stau yang muncul Karena perkembangan Nagari dan
prakica masyarakat Nagari.

BAB T :
KEWENANGAN NAGARI BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 2

Kewenangan Nagari berdasarkan hak asal usul Nogari meliputi
b, Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Nagari;
¢ Fasilitas Kelembagaan Kerapatan Adat Nagari (K A N)
¢ Pembinaan Lembaga dan Hukum Adat;
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(PARS) Sarak Nasan Kitabullah (SBR Y dan
1 Memyenaikan soenghota denagan Mekanisme Adat Seterpal;

Pasal 3
vestaras antars lain
Pencatatan Jan Investarisasi kepemilikan hak atas tanah di Nogari
Pengmenanan Pencuspan Batas Pemilik Tanah masyarakat.
Pengelolaan Tanah Milil Nagan,
Pempemhangan | cmbaga-lemhags keusygan Nagan
Pendavagunaan Tanab-Tanah Nagan untuk keperluan masyarakat Nagan,
Nagan;
Penpelolazn bekayaan dan asseet Nagan
Penataan, Pembinaan dan Pelestarian Pengemhangan Peran Masyarskat Nagari.
Pembimasan hetentraman Masyarakat Nagan.
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BAD TN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA NAGARI

Pasal 4
1) RincianK cwenangan Lokal Borskala Nagari, Paling sedikit terdiri atas:
& Pengelolaan Tempal Pengelolaan Ihan Nagari;
b Pengeloluan Gedung olahraga berskala Nagari
<. Pengelolaan Tempat Pemandian Unium:







v Pengelolian produb Unggulan Nagan.
Pasal 5

Kewenangan lokal berskala Nagan meliput.

Ridany, Penyclengganan Pemerintahan Nagari:

Bidang Pembangunan Nagari;

Bidang pemberdiyaan masyarakast Nagan; dan

Bidang Penangulangan Bencana Keadaan Darvrat dan Mendesak:
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Pasal &

Jenis kewenangan local berskals Nagari bidang penyclenggarsan pemerintshan  Nagari
scbagaimana di maksud dalam Pasal 6 hurf  teedini atas program kegistan meliput
a. Penctapan dan pencgasin bitas Nagari melalui
1) Musyawarah antar Nagari dalam penctapan dan penegasan batas Nagan;
2) Musyawarah Nagari dalam penetapan Kampung dan batas wilayah Kampung:
b tenib pencatitan administrasi umum melalu:
1) Tertib pencatuian boku perafuran;
2} Tertib pencatatun buku keputusan Wali Nagari;
1) Tertib pencatatan buky inventasis dan kekayaan Nagan
4) Tertib pencatatan buku Aparat Nagari
5) Tertib Pencatatan Buku Tanah Kas Nagari
f) Tertib Pencatatan huku Tanah di Nagari
) Tmihpmmhihhm
9) Tertib pencatutan mum-m
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7} Pemnelibarann halaman, taman, dan lanaman kantor,

3) Pemelihormon gedung perkamtommmn,

1) Pengadasn dan pemeliharan kendaraan dinas/operasional;

5) Pemasangan janngan imlemel,
. Penetapan dan pengembangan BUMNagan melalu

1) Penctapan Penguris BUMNagari;

2) Evaluasi kincrja Pengorus BUMNgari;

3) Pemryertaon Mudal,
p. Penyuwsunan perencanoan pembangunan Nagan melalui;

1) Fasilitas Tim Penyusunan RPIM Nagari;

2) Fusilitas Pengajian keadaan Nagari;

3) Fasilitas Musyawarah Nagari tentang RPIMNagari;

4) Fasilitas Tim Peoyusun RKPNagar;

5) Fasilitas Tim Verifikasi RKPNagari;

) Fasilitas Musrembang Nagari tentang RKP Nagari;

7) Fasilitas Draf Akademik Peraturan Nagari;
4. Penetapan perencanaun Pembangunan Nagani melalui:
1) Penetapan RPIMNagari;
2) Penctapan RKPNagari;
Penctapan APBNagari dan Peruhahan APRMagari dengan mefalui Musyawarah Nagari;
Penctapan dan perubahan peruturan di Nagari dengan melalui Musyawarah Nagari:
Penctapan kerjasama antar Nagan dengan melalui Musyzwarah antar Nagari:
Penctapan kerjusains dengan Pihak Ketiga melabu musyawarah Nagari
thmmmﬂwmmmm
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%) Pemberian bantuan disabilias herbasis Nagari
10) Penvuluhan Kepada Tha Falits anak yang Stunting
1 1) Penyuluhan Kepads Bumil (Thu Hamil)
12} Penvuluhan Kader Yandu
13} Penyuluban Catin terhadap pengatin Baru
14} Penimbangan Gizi
1 5) Pemberian Ketahanan Pangan termak Ayam terhadnp anak yang Stunting
1 6) Pembangunan Jamban Terhadap Anak yang Stunting.
1'7) Layanan keschatan terhadap schuruh masayarkat di Magari;
Pembinaan dan pengawasan upava keschatan rradisional melalui:
1) Pembinaan adat dan Budaya
2) Pengadsan dan Pembinaan Tanaman Obat Keluarga (TOGA )
3) Pengawasan (that Tradisional; h
. Pemantauan dan pencegahan Narkoba
o penyalahgunaan don ral aditifl di Nagsn
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S dan penyclenggarman PALIT;
;:]: bangunan, penigelilsan dan Pemeliharaan gedung PAUD
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Pengadaan dan pengelolaan pusat kegiatan
: belajar masvarakat (PKBM) di Nagari
0 : My :
Pw#hh-ﬂ | heabsaraan " Fungsional (KF), kejar paket A, Paket B, Pakei C dan




b Fengadaan dan pengelolaan Taman Baca Al-quran di Nagasi melalul:
1) Penpadaan dan pengembangan sarana dan prasarsos Taman Baca Al-quon,
2) Pmmmhmmwwlnﬂduh*_-m
) Penctapan tunjangan tenaga pengelola dan tenaga pengajor;
i Pengadaan dan pengelolaan sanggar weni Magari meliputi:
1) Pmndmpmwmhﬂ-m
21 Penetapan dan pembinaan tenags pengelolaan dan tenaga pelatih;
3} Penctapan wnjangan tenagn pengelolun dan tenaga pelatib;
i Pengadaan dan pengelolaan Dewan Pemuda dan Olahraga Nagan, Melipui:
n memmmmmw
2) Penetapan dan pembinaan tenaga pengelolaan Dewan Pemuda dan Olakga;
k. Pengadann dan pengelulazn perpustakaan Nagnei Melalui:
11 Pembangunan dan pemeliharaan gedung perpustakaan Nagari
2) Pengaduan dan pengembangan satann dan prasarana haca,
3) Penctapan dan Pembinaan lenags pengelolnan perpusiakaan:
4) penctapan tunjangan ienaga pengelolann perpustakaan;
I Fasilitas dan motofasi terhadap kelompok-kelompok belajar, siswa, pelajar dan
mahasiswa melalu;
1) pengadaan perlengkapan dan beju seragam terhadap siswa dan pelajar yang
berprestast atou tidak mampu:
2) Pemberi beusiswa terhadap siswa, pelajar, dan mahasiswa yang berprestasi atsu
tidak mampu:
3) Pemberian bisya penyelesaion studi terhadap mahasiswa yang berprestasi stau
tidak mampu;
4 &mwmmm}-hmm&mu
5) Memfasilitasi lulusan SMA wargs Nagari Air Haji Barnt untuk melanjutkan
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1) Pengalakan kevertiban masyamkat swakarsa dengan menggunakan jasa pengamanan
Hansap;
I} Pembinaan morsl masyaraka Nagari;
2) Pembeniuban sikap dan mental masyamkat Nagari,
Pemeliharan pendamaisn, manangani konflik dan melakukan medias di Nogari:
I Penanganan dun penanggulangan bencana di Nagari;
1} Peringaton dini kejadian bencana di Nagari;
2) Pembuatan jalur evakuasi bencana & Nagari;
31 Pembustan SOF penanganan dan penanggulangan bencans
4) Pembentukan kader siaga hencana Nogari;
5) Simulasi evakuas bencann Naguri;
g Fasilitas what Nikah bagi yang belum memiliki buku Nikah, melalu:
1) Pendistsan warga yang belum memiliki akis nikah;
2) Roordmasi dengan Kantor Uresan A gama;
3} Fasilitas Nikah Ishat;
b Sertifikasi tanah bagi masyurakul misking
I} Pendastaan tanah bagi masyarakat yvang belum memiliki sertifikat;
| 2) Pengukuran tanah Masyarakat;
3) Fasilitas pengadaan sertifikat;
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Pasal 9
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a Pengembangan seni budaya lokal melalui:
1) Pelestarian seni budaya lokal;
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1 Prvrrherian benmomn smmsbon wnnk apersssonal kchombagasn

Pl Khompuok Achompud masvmrshot mclalut

1) Pengum PIA ootk porkcbunan

30 Penguan managermon Poktan den Gapol tm

A} rmnwwnum

4) Pomyelongganaan lomba hasil pertaman

1) Pomberun hatuan sandang pangan hagi kolusrgs miskin,

7 Rehabilitas rumnah tidak layak b bagi keluarga miskin:

- Fasilitan terhandap kelompok-befompok rentan, kelompok maasyarakat miskin, perempean

dan ditabel metalui

1) Pelibatan  ahsif kelompok delompol  rontan,  kclompol  masyarskat  miskin,
mﬁﬂﬂhwmﬂﬁnwmm

2) Pelibatan  akuf  kelompok-kelompok  omtan,  kelompok  masyarskat  miskin,
perempuan dan difabel dalam pongambidan kepotusan srasegis & Nagari;

3) Pelibatan skl kelompok-kelompok  rentan,  kelompok  masvarskst  miskin,
perempuan dan difabel dabam pelaksanasn dan evaluas: pembanguan Nagari,

4) Fawiitas dan pembinaan untuk mendspatian kredit mikro,

3) Memberikan sntunan aktif kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat
miskin, perempuan, ditabel, Laigsia dan kelompok nentang lammya

Peniyelenggaraan promaosi kesehatan dan porakan hidup bersih dan schat, meliputi;

1) Pelalihan pembrustin peayaringan air sederhana:
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X KETENTUAN PENUTUP _ .

Pasal 11

Poratiran Nagari ini mulsi berlaku pada tanggal diundangken.
Agar seuap orang dapsi mengetahuinya, wmwmﬂ
dengan penempatannya dalam Lembaran Nugari Air Haji Barat,
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